5.1

BABYV
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa;

1.

Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor
1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk tentang hak asuh anak jatuh pada ayahnya
karena dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
110 K/AG/2007 terkait dengan kemaslahatan dan kepentingan si anak,
oleh karena ibu nya sering kuluar negara dan akhlak ibu kurang baik.

Hak asuh anak di bawah umur yang jatuh pada ayah akibat perceraian
dalam putusan Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA/Lpk Ayah dipandang
orang yang mampu untuk melakukan hadhanah sayang kepada anak dan
punya keinginan untuk melakukan hadhanah merupakan alasan yang

tepat dilakukan oleh Hakim demi kemaslahatan anak

5.2 Saran

1.

Tidak hanya mempertimbangkan dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Nomor 110 K/AG/2007 Terkait dengan kemaslahatan dan
kepentingan anak, akan tetapi juga terkait dengan Undang-undang

perlindungan anak

Dasar pertimbangan Putusan Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk
mencerminkan upaya pengadilan dalam melindungi hak anak
berdasarkan prinsip kepentingan terbaik. Namun, implementasi hak
asuh ini memerlukan pengawasan, khususnya agar hubungan anak
dengan ibu tetap terjaga demi keseimbangan psikologis anak. Hal ini
penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar

memberikan manfaat optimal bagi masa depan anak.
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